BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan,

maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

perizinan merupakan suatu tindakan hukum administrasi negara dalam rangka
perwujudan terhadap hal kongkret berkaitan dengan tidakan administrasi.
pengurusan suatu perizinan harus melalui mekanisme perizinan yang memuat
tentang prosedur dan persyaratan penerbitan suatu izin dibidang tertentu.
penyelenggaraan bangunan merupakan suatu kegiatan pembangunan yang
didalamnya meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. pemanfaatan
bangunan dimaksdkan agar kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan
fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan
pemeriksaan secara berkala.

pemberian sanksi Administratif diberikan kepada pemilik atau pengguna
bangunan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menjalankan pemenuhan
fungsi, persyaratan, dan atau penyelenggaraan bangunan dengan dasar hukum
Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2005 tentang bangunan
gedung.

Pasal 54 Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2005 tentang bangunan gedung

dalam hal ini sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang tidak memiliki
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IMB belum terimplementasi dengan sebaik-baiknya. Keberadaan bangunan
yang tidak memiliki IMB yang lebih dominan dibandingkan dengan yang
memiliki IMB apalagi dari sekian banyaknya bangunan yang tidak ber-IMB
belum diterapkannya sanksi yang dimaksud Dalam Peraturan Daerah membuat
Perda ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Dari hasil
penelitian lapangan jumlah bangunan liar atau bangunan yang tidak memiliki
izin Di Kecamatan Kota Tengah yaitu sebanyak 104 bangunan, dimana yang
sudah dikenakan sanksi baru berjumlah 7 bangunan. Data tersebut menunjukan
bahwa implementasi pasal 54 Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2005 tentang
bangunan gedung tidak efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 54 Peraturan Daerah
nomor 12 tahun 2005 tentang bangunan gedung Di Kecamatan Kota Tengah
Kota Gorontalo antara lain aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat,
kurangnya sosialisasi, masalah pelayanan publik, mekanisme pelayanan

perizinan, dan tidak berlakunya sanksi yang tegas dalam masyarakat.

5.2 SARAN

Dari hasil Kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yakni sebagai

berikut :

1.

Aparatur penegak hukum sebagai pembuat peraturan Daerah serta aparat
Kelurahan dan Kecamatan harus bisa bekerjasama dalam hal penegakan
hukum, penertiban bangunan liar atau bangunan yang tidak ber-IMB agar

Perda ini bisa terimplementasi dengan baik dimasyarakat.
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Dalam hal pemberian sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak
memiliki IMB harus dilaksanakan meskipun terdapat berbagai hambatan agar
perda ini bisa terimplementasi dengan baik.

Kepada Pemerintah setempat hal ini Lurah-lurah yang berada ditingkat Desa
agar tidak memberlakukan izin hanya dengan surat pernyataan saja agar
tercipta kerja sama antar pemerintah tingkat bawah dan pemerintah tingkat atas
guna kenyamanan dan keindahan serta tertibnya bangunan yang ada Di Kota
Gorontalo.

Kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan diharapkan agar
memiliki kesadaran hukum dengan cara wajib mengurus segala sesuatu yang
menjadi  persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan
bangunan.

Biaya Administrasi harus dipertimbangkan sesuai dengan keadaan ekonomi
masyarakat, serta

Mekanisme pengurusan pelayanan perizinan tidak dipersulit dan tidak berbelit-
belit.

pemerintah harus lebih meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan-
peraturan daerah yang dikeluarkan untuk pemerintah daerah setempat sehingga
tidak mengakibatkan keterlambatan informasi terhadap instansi tersebut.
pemerintah juga seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi terhadap kewajiban
kepemilikan surat izin mendirikan bangunan, sehingga pengetahuan dan

kesadaran hukum masyarakat akan meningkat dan mempermudah masyarakat
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untuk dapatt mengurus surat izin mendirikan bangunan di wilayah Kota
Gorontalo.

keterbukaan informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan
pengajuan ijin mendirikan bangunan sangat ddibutuhkan, agar mereka dapat
tertib dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. pemberian ijin mendirikan
bangunan berdasarkan atas prinsip aspek rencana tata ruang, kepastian status
hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan hal ini
dimaksudkan agar masyarakat yang mengajukan ijin mendirikan bangunan
bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum beserta perlindungannya dari

ketentuan uundang-undang yang telah mengaturnya.
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